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BAB I

PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang 

Ambisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin 
menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat industri 
mobil listrik dunia telah memicu percepatan dan perluasan 
pembongkaran wilayah nikel di Indonesia. Ambisi Jokowi 
tersebut tentu dilatari dengan cadangan nikel Indonesia 
yang menjadi terbesar di dunia, mencapai 72 juta ton dari 
total cadangan dunia 139,4 juta ton atau 52 persen. 
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Berdasarkan data United State Geological Survey (USGS) 
dan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM), Indonesia merupakan negara dengan 
produksi bijih nikel tertinggi di dunia. Produksi bijih nikel 
Indonesia sekitar 1,6 juta ton di tahun 2022. Jumlah ini 
terpaut jauh dengan Filipina yang menduduki peringkat 
kedua dunia dengan produksi sekitar 330.000 ton, dan 
Rusia di peringkat ketiga dengan produksi 220.000 ton.1

Ambisi Indonesia yang berharap pengolahan nikel 
melalui kebijakan hilirisasi agar dapat meningkatkan nilai 
tambah dalam industri pengolahan Indonesia, membuka 
lapangan kerja baru, serta memperkuat industri nasional 
di pasar global, pun diikuti dengan kebijakan pelarangan 
ekspor nikel mentah.

Sejak Januari 2020, Pemerintah Indonesia melarang 
ekspor nikel mentah. Kebijakan ini diklaim untuk mendapat 
manfaat lebih dari nikel, daripada hanya sekadar diekspor 
dalam bentuk bijih mentah. Indonesia, menurut Jokowi, 
ingin menjadi pemain, bukan hanya penonton di industri 
kendaraan listrik di dunia.2 Pemerintah Indonesia pun 
menargetkan 30 smelter baru nikel beroperasi tahun ini, 
jauh di atas 2023 yakni 13 smelter.3 

Meskipun narasi hilirisasi nikel acapkali dikaitkan dengan 
ambisi Indonesia menjadi produsen baterai EV dunia, 
pada nyatanya 70 persen dari bijih nikel yang diekstraksi 
di Indonesia digunakan untuk pembuatan baja tahan 
karat (stainless steel), sedangkan porsi untuk baterai 
hanya 5 persen saja.

1 https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/nickel-
statistics-and-information 
2 https://nasional.kompas.com/read/2024/07/03/13333931/jokowi-kita-harus-
jadi-pemain-global-rantai-pasok-kendaraan-listrik 
3 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/04/27/pemerintah-berambisi-
bangun-53-smelter-pada-2024-ini-rinciannya 



2 3

Ambisi hilirisasi tersebut telah memicu perluasan dan 
percepatan pembongkaran nikel di Kepulauan Sulawesi, 
Maluku, dan Papua bagian barat.

Saat ini saja, misalnya, sudah lebih dari 380 izin usaha 
pertambangan nikel di Indonesia, dengan total luas 
konsesi mencapai 983.300,48 Ha. Dari seluruh izin itu, 
terbanyak di Provinsi Sulawesi Tenggara 168 izin, diikuti 
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Maluku Utara 122 izin, Sulawesi Tengah 125 izin, serta 
Sulawesi Selatan sebanyak 13 izin. 

Seiring dengan operasi industri pertambangan dan 
hilirisasi nikel yang pesat, kemiskinan kolektif justru 
semakin membesar dan mendalam. Merujuk data Badan 
Pusat Statistik (BPS), peningkatan angka kemiskinan itu 
terjadi di Sulawesi Tengah, yang naik sekitar 0,11 persen 
poin dari 12,30 persen menjadi 12,41 persen. Lalu disusul 
Sulawesi Selatan, yang mengalami kenaikan angka 
kemiskinan 0,04 persen poin dari 8,66 persen menjadi 
8,70 persen. Demikian juga dengan di  Maluku Utara yang 
naik 0,09 persen poin dari 6,37 persen pada September 
2022 menjadi 6,46 persen.4

Daerah operasi pertambangan dan hilirisasi nikel juga 
memiliki angka kedalaman kemiskinan yang relatif 
lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Halmahera 
Tengah, misalnya, memiliki indeks kedalaman kemiskinan 
sebesar 1,36 poin pada 2022 dan meningkat menjadi 1,80 
poin pada 2023. Apabila dibandingkan dengan kota dan 
kabupaten lainnya di Maluku Utara, indeks kedalaman 
kemiskinan Halmahera Tengah merupakan yang tertinggi 
kedua setelah Halmahera Timur. 

Indeks kedalaman kemiskinan Halmahera pada 2023 
tersebut melampaui nilai rata-rata nasional sebesar 1,53 
poin. Ini menunjukkan tingkat kedalaman kemiskinan 
di Halmahera Tengah relatif tinggi. Indeks kedalaman 
kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan 
pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap 

4 https://www.jatam.org/hilirisasi-nikel-untungkan-pebisnis-miskinkan-warga/ 
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garis kemiskinan. Semakin besar indeksnya menunjukkan 
jurang kemiskinan di daerah tersebut semakin dalam.5

Angka kemiskinan dan kedalaman kemiskinan tersebut 
tercatat ketika ruang Maluku Utara dikooptasi 127 izin 
usaha tambang dengan luas konsesi mencapai 655.581,43 
Ha. Dari seluruh total izin tambang tersebut, 62 di antaranya 
merupakan izin tambang komoditas nikel dengan luas 
konsesi mencapai 239.737,35 Ha.6 Sebarannya di Halmahera 
Timur sebanyak 24 izin, diikuti Halmahera Tengah 19 izin, 
4 izin melintasi batas administrasi Halmahera Tengah dan 
Halmahera Timur dengan mayoritas konsesi di Halmahera 
Tengah, dan Halmahera Selatan 15 izin tambang. 

5  https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjIyIzI=/indeks-kedalaman-kemiskinan--
p1--menurut-kabupaten-kota.html 
6   Minerba One Map Indonesia, Kementerian ESDM, diakses 10 Juni 2024
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Luas konsesi dari seluruh izin tambang nikel yang berada 
di Halmahera Tengah tersebut mencapai 95.736,56 Ha. 
Itu artinya, dari total luas daratan Halmahera Tengah 
seluas 227.683 Ha, sebanyak 42 persen di antaranya 
dicaplok untuk pertambangan. 

Perusahaan nikel yang mendapat izin konsesi 
pertambangan terluas antara lain PT Weda Bay Nickel 
sebanyak 45.065 Ha yang tersebar sampai Halmahera 
Timur, PT Mega Haltim Mineral 13.510 Ha, PT Cetara 
Bangun Persada 10.460 Ha, PT Halmahera Sukses 
Mineral 7.726 Ha, PT Wana Halmahera Barat Permai 
3.986 Ha, dan PT First Pacific Mining sebanyak 2.080 Ha.  
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Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, semangat 
hilirisasi nikel di Malut ditandai dengan hadirnya 8 smelter 
yang beroperasi secara masif sejak 2021. Perusahaan 
dimaksud adalah PT. Indonesia Weda Bay Industrial 
Park (IWIP), PT. Mega Surya Pertiwi (MSP), PT. Wanatiara 
Persada (WP), PT. Aneka Tambang (ANTAM), PT. Fajar 
Bhakti Lintas Nusantara (FBLN), PT. Tekindo Energi 
(TE), PT. First Pacific Mining (FPM), dan PT. Halmahera 
Persada Lygend (HPL).
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1.2. Profil PT IWIP

Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) merupakan 
kawasan industri terpadu yang berlokasi di Kecamatan 
Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi 
Maluku Utara. Kawasan industri IWIP berfokus pada 
nikel, termasuk pertambangan, pengolah bijih, kilang, dan 
produksi baja tahan karat. IWIP juga menyediakan ruang 
bagi penyewa untuk mengolah feronikel, ferrokrom, baja 
tahan karat, nikel untuk baterai kendaraan listrik, dan 
pabrik hidrometalurgi.

Kawasan industri IWIP dikembangkan dan diawasi 
pengoperasiannya oleh PT. Kawasan Industri Weda Bay 
Indonesia (PT IWIP). PT IWIP merupakan perusahaan 
patungan antara 4 perusahaan Tiongkok melalui anak 
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perusahaannya - Tsingshan, Huayou, CATL dan Zhenshi. 
Tsingshan memegang saham terbanyak 32 persen  dan 
juga merupakan operator utama PT IWIP.

Sejak awal berdiri, PT IWIP telah mengalami banyak 
perubahan kepemilikan. Awalnya didirikan oleh tiga 
grup Tiongkok, yaitu Tsingshan, Huayou, dan Zhenshi. 
Perusahaan tersebut kemudian melihat keterlibatan 
perusahaan Prancis Eramet. Eramet akhirnya menjual 
sahamnya. Sementara, Tsingshan juga mengurangi 
kepemilikannya. Selanjutnya, sebagian kepemilikan 
diakuisisi oleh CATL. Setelah beberapa kali transaksi, 
perusahaan tersebut kini dimiliki bersama oleh empat 
perusahaan, dengan Tsingshan masih menjadi pemegang 
saham terbesar meskipun lebih kecil dari awalnya. 

Kawasan industri yang dibangun sejak Agustus 2018 
ini, telah ditetapkan sebagai Proyek Prioritas Nasional 
berdasarkan PERPRES No. 18 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024. IWIP juga masuk dalam kategori sebagai Obyek 
Vital Nasional berdasarkan KEPPRES No. 63 Tahun 2004. 
Selain itu, Presiden Jokowi menetapkan IWIP sebagai 
Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden 
(PERPRES) Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 
Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden 
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan 
Proyek Strategis Nasional.

Proyek-proyek IWIP kemudian menerima manfaat 
khusus, termasuk percepatan pembebasan lahan dan 
jaminan terbebas hambatan politik – hal yang kemudian 
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menyebabkan eskalasi konflik lahan antara pengembang 
proyek dan masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat, 
dan kerusakan lingkungan yang serius. 

Perusahaan yang berpartisipasi dalam IWIP sebagian 
besar merupakan anak perusahaan dari grup perusahaan 
berikut:


